
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  5  TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  dr. DORIS SYLVANUS  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian Organisasi  
dan  Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus 
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2008; 

  b.  bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan, beban kerja, peningkatan kinerja serta 
demi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan  pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus 
sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;   

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus; 

  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1622); 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 Tentang Pokok–pokok Kepegawaian ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 

 

 

 

 

  2.  Undang . . . 
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  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4355); 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoesia Nomor 1547); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 
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  13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi 
Rumah Sakit Di lingkungan Departemen Kesehatan; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1443/MENKES/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Status Kelas 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. DORIS SYLVANUS Palangka 
Raya Milik Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah; 

  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Daerah; 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 

    
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
dr. DORIS SYLVANUS. 

 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Ketentuan . . . 
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1.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari   : 

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan, membawahkan : 

1. Bidang  Pelayanan Medik, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Medik Dan Pengembangan Mutu 
Pelayanan Medik; 

2) Seksi Pengembangan, Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan 
Medik dan Non Medik; dan 

3) Seksi Rekam Medik. 

2. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 

2) Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan.  

c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan : 

1. Bidang Hukum, Pengembangan Rumah Sakit dan Sanitasi, 
terdiri dari  : 

1) Seksi Strategi Pengembangan Rumah Sakit dan 
Kemitraan; 

2) Seksi Hukum; dan 

3) Seksi Sanitasi. 

2. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi, terdiri dari : 

1) Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Mutu 
Sumber Daya Manusia; dan 

2) Seksi Informasi dan Pemasaran.      

d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan  : 

1. Bagian Umum, terdiri dari  :  

1) Sub Bagian Tata Usaha; dan 

2) Sub Bagian Kepegawaian. 

2. Bagian Perencanaan, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset; dan 

2) Sub Bagian Perencanaan, Penyusunan Program dan 
Pelaporan. 

3. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Akuntansi, Verfikasi dan Keuangan; 

2) Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi 
Dana; dan 

3) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan 
Perbendaharaan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional.   
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Ketentuan . . . 
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2.  Ketentuan Pasal 13 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut   : 
 

Pasal 13 
 
Ketentuan mengenai Bagan Susunan RSUD dr. Doris Sylvanus 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 

3.  Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut   : 
 

Pasal 20 
 

Pelaksanaan penataan organisasi RSUD termasuk pengisian 
personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling 
lambat 1 Januari Tahun 2013. 

    
 

  Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
           

 Ditetapkan di Palangka Raya 
 pada tanggal  15 Pebruari 2012 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 

AGUSTIN TERAS NARANG 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  20 Pebruari 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

S  I  U  N 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 5 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Tanggal 29 Mei 2012 
 

KEPALA BIRO HUKUM 
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 

 

AMIR HAMZAH K. HADI 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  5  TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS 
 
 

I.  UMUM 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang paripurna telah 
memacu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus 
untuk lebih ditingkatkan agar keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris 
Sylvanus dapat dirasakan sebagai suatu wadah yang benar-benar menunjang 
masyarakat dari salah satu segi pelayanan yang diberikan pemerintah yaitu 
pelayanan bidang kesehatan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris 
Sylvanus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah dibenahi secara 
bertahap agar pelayanan kesehatannya mampu menampung kebutuhan 
masyarakat tersebut. Hal ini sebelumnya telah didukung oleh Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi 
Rumah Sakit Di lingkungan Departemen Kesehatan serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah dengan tetap beracuan pada Peraturan Perudang-
Undangan yang berlaku, diantara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah. Dan, untuk lebih menunjang hal tersebut, maka perlu dilakukan 
perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.  

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 
 
         Pasal 6 
         Cukup jelas 
 
         Pasal 13  
               Cukup jelas 

 
Pasal 20 
     Cukup jelas 
 

Pasal II 
     Cukup Jelas    
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 47  


